,.
nd !
fo
S e
p iz

Menimbang

Mengingat

BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 4| TAHUN 2012

TENTANG

PERSALINAN AMAN, INISIASI MENYUSU DINI, PEMBERIAN
AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF BAGI BAYI BARU LAHIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

IS
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BUPATI BONDOWOSO,

bahwa keselamatan ibu dan anak merupakan prioritas guna
menurunkan angka kematian dan kesakitan ;

bahwa tenaga kesehatan harus menggunakan standar pelayanan,
peralatan yang memadai, aman dan bersih dalam melakukan
pertolongan persalinan yang aman serta mencegah terjadinya infeksi;
bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik dan paling
sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi yang sesuai untuk
pertumbuhan dan perkembangan bayi;

bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada bayinya merupakan kewajiban
bagi ibu, dan merupakan hak azasi bagi bayi;

bahwa guna memberikan perlindungan dan lebih ~menjamin
pelaksanaan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian
Air Susu Ibu bagi bayi, dipandang perlu diatur dengan Peraturan
Bupati;

bahwa persalinan yang aman dan anak yang sehat sangat ditentukan
oleh persiapan reproduksi yang sehat dan dimulai sejak masa remaja
sampai masa produktif.

bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik terutama
dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak akan melahirkan pelayanan
yang berkualitas sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat
sebagaimana refleksi suatu Negara dan daerah yang demokrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a. huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Persalinan Aman, Insiasi
Menyusu Dini, Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi Bayi
Baru Labhir;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang. ..
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air
Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5291);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

18. Peraturan...
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17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 240 Tahun 1985 tentang
Pengganti Air Susu Ibu;

19. Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor
48/men.pp/X11/2008 dan Nomor 1177/menkes/PB/X11/2008 tentang
Peningkatan Pemberian ASI Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja,

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/Per/ V112008
tentang  Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dengan Partisipasi Masyarakat;

22 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/menkes/per/x/2010 tentang
Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

24  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/menkes/per/2011 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan;

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/menkes/SK/ 1V/ 2004
tentang Pemberian ASi Secara Ekslusif Pada Bayi Indonesia;

26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/1X/2008
tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSALINAN AMAN, INISIASI
MENYUSU DINI, PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF
BAGI BAYI BARU LAHIR.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bondowoso

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
kesehatan

6. Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang
mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak,
meliputi bidan, dokter dan dokter spesialis.

7. Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan

sebagaimana tersebut pada nomor 6, seperti perawat, ahli gizi, sanitarian, analis, apoteker
dan penyuluh kesehatan masyarakat.

8. Faisilitas...
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Fasilitas kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan
pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, pelayanan penunjang kesehatan kesehatan
ibu dan anak meliputi Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Puskesmas Pe.:mbantu (Pu:ftu),
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Bersalin, Rumah $ak1t, Laboratorium
Klinik (dengan adanya penolong tenaga kesehatan yang kompeten), Bidan Praktek Swasta
dan Dokter Praktek Swasta. o
Persalinan adalah suatu proses alami yang ditandai oleh terbukanya serviks diikuti dengan
lahirnya bayi dan plasenta melalui jalan lahir.

Persalinan Aman adalah suatu proses persalinan yang mendapatkan pelayanan yang adekuat
sejak hamil, bersalin dan masa nifas di tempat yang memenuhi standar, pelayanan yang
berstandar, alat yang sesuai standar, fasilitas dan tempat yang sesuai standar dan tenaga
penolong persalinan yang memenuhi standar.

Operasi Seksio Sesaria adalah Proses Persalinan dengan melalui pembedahan dimana irisan
dilakukan di perut dan rahim ibu untuk mengeluarkan bayi.

Bayi baru lahir adalah manusia yang baru dilahirkan.

Bayi adalah manusia yang baru lahir sampai berumur 12 (dua belas) bulan kurang 1 hari.
Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan
menyusu dini adalah bayi begitu lahir setelah dipotong tali pusatnya atau tanpa memotong
tali pusatnya, minimal selama 1 (satu) jam diletakkan di dada ibu yang melahirkan untuk
dapat menyusu sendiri tanpa bantuan, tidak dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan
dimandikan.

Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara
ibu.

Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang
diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, madu, air
teh, air putih, dan lain-lain serta tanpa tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur
susu, biskuit, bubur nasi, tim, dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi
tenaga kesehatan sampai bayi berumur 6 bulan.

ASI perah adalah ASI yang ditampung dalam wadah.

Ruang Laktasi adalah ruangan yang tertutup digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah,
dan menyimpan AS], yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja
dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.

Kesehatan reproduksi adalah merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial
secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan
sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.

Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk
beraktivitas, meliputi: kantor pemerintah dan swasta, tempat ibadah, pasar tradisional
maupun swalayan, terminal, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.

Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap
dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu
usaha.

Para Pihak Terkait adalah SKPD terkait, Ormas, Asosiasi, Organisasi Profesi, Swasta dan
lain-lain yang berada di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bondowoso.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.

Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur.

Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

26. Partisipasi...
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Partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan. . _
Transparansi adalah kondisi dimana terdapat kemudahan dalam fnen.1pe.roleh informasi yang
dibutuhkan baik oleh pihak dalam maupun pihak luar dari suatu institusi atau lembagz?. o
Akuntabilitas adalah keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan dapat dimintai
pertanggungan jawaban.

Responsif adalah cepat tanggap dalam memberikan respons. . -
Profesionalisme adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi.

Konselor Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif (Konselor_
PERSAMEDA) adalah tenaga profesional yang memberikan bimbingan berupa informasi
dan rujukan terkait persalinan aman, IMD dan ASI Eksklusif, .
Standar pelayanan operasional yang disingkat SOP adalah sebuah kebijakan publik yang
mengatur mengenai penyusunan standar operasional prosedur pada Kementerian/Lembaga/
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

Lembaga Non Pemerintah adalah institusi berbadan hukunv tidak berbadan hukum bukan
milik pemerintah.

BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara

BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah

Transportasi/Ambulan Desa adalah sarana angkutan untuk mengantar klien yang
membutuhkan pelayanan rujukan kesehatan terutama untuk Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan
Bayi ke layanan kesehatan.

LMKM adalah 10 (Sepuluh) Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.

PMT Penyuluhan adalah Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan Persalinan Aman, IMD dan Pemberian ASI Eksklusif yaitu sebagai

pedoman bagi SKPD, BUMD, BUMN, Lembaga non pemerintah, Organisasi Masyarakat

(ORMAS), Perusahaan Swasta, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat dalam meningkatkan

pelayanan Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif.

Tujuan Pengaturan Persalinan Aman, IMD dan Pemberian ASI Eksklusif yaitu:

a. meningkatkan derajat Kesehatan Ibu dan Anak;

b. memberikan perlindungan bagi ibu untuk mendapatkan pertolongan persalinan yang
aman;

¢. menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan
sampai dengan berusia 6 (enam) bulan diawali oleh pelaksanaan IMD dengan
memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;

d. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada
bayinya; dan

e. meningkatkan peranan dan dukungan keluarga, masyarakat dan SKPD terkait terhadap
program persalinan aman, IMD dan pemberian AS1 Eksklusif

Masyarakat memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi

yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta diwajibkan memberikan pelayanan yang bermutu

sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Membuka ruang kepada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dan mengawasi kualitas

pelayanan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang diberikan oleh fasilitas

pemerintah dan swasta.

Fasilitas kesehatan pemerintah harus lebih transparan, melibatkan masyarakat, akuntabel,

responsif dalam memberikan pelayanan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif

Pelarangan pemasangan atribut iklan, promosi dan pemasaran produk susu formula di

fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta.

BABIII...
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BAB 111
PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan Pelayanan Persalinan Aman, IMD,
Pemberian ASI Eksklusif dan pelarangan susu formula.

Pelaksanaan Pelayanan Persalinan Aman, IMD, Pemberian ASI Eksklusif dan pelarangan
susu formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh para pihak terkait.
Pelaksanaan Pelayanan Persalinan Aman, IMD, Pemberian ASI Eksklusif dan pelarangan
susu formula dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Penyampaian informasi kesehatan reproduksi dengan memperhatikan tempat,
tingkat umur dan keterlibatan para pihak.

BAB IV
PERSALINAN AMAN

Pasal 4

Setiap ibu berhak atas pelayanan persalinan aman.

Cakupan persalinan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ibu hamil terdata dan memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga kesehatan,;

b. adanya perencanaan persalinan oleh ibu hamil bersama-sama dengan tenaga kesehatan
dan keluarga, meliputi:

1) taksiran persalinan;

2) penolong persalinan;

3) tempat persalinan;

4) pendamping persalinan;

5) transportasi/Ambulan Desa;
6) calon pendonor darah; dan
7) dana

c. ibu hamil mendapatkan bantuan dan dukungan dari partisipasi dan swadaya masyarakat
melalui kegiatan P4K dan/atau Desa Siaga;

d. ibu hamil dan keluarganya memperoleh pengetahuan yang memadai dari tenaga
kesehatan mengenai tanda-tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas serta
tindakan yang harus dilakukan;

e. ibu hamil mendapatkan pertolongan dalam persalinan di fasilitas kesehatan yang
memadai;

f. ibu hamil berhak mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat dari tenaga kesehatan
bila terjadi komplikasi dalam kehamilan, persalinan dan nifas dengan meningkatkan
peran suami, keluarga dan masyarakat;

g adanya Mekanisme Rujukan Kegawat-daruratan Obstetri dan Neonatal yang sistematis

dan berjalan efektif untuk memastikan persalinan dengan komplikasi dapat tertangani
dengan baik.

Pasal 5

Mekanisme rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g diatur dengan
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi tentang:

a. kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam sistem rujukan;

b. organisasi dan pengelolaan dalam pelaksanaan sistem rujukan;

C. tata cara pelaksanaan sistem rujukan Obstetri dan Neonatal;

d. prinsip...
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d. prinsip dan kewenangan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari desa
sampai ke tingkat kabupaten;

tata laksana merujuk dan menerima pasien;

pencatatan dan pelaporan dalam sistem rujukan; dan

prosedur Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sistem rujukan.

® ™o

Pasal 6

Setiap ibu hamil wajib memeriksakan kehamilannya dan berhak mendapatkan pelayanan
kesehatan selama kehamilan berupa pemeriksaan kesehatan sekurang-kurangnya 4 (empat)
kali yang dilakukan pada Triwulan Pertama dilaksanakan minimal 1 (satu) kali pemeriksaan,
Triwulan Kedua dilaksanakan 1 (satu) kali pemeriksaan dan Triwulan Ketiga dilaksanakan
minimal 2 (dua) kali pemeriksaan.

Setiap ibu hamil diperiksa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya
disingkat dengan SOP

Ibu hamil yang akan bersalin harus segera dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten
dan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai SOP.

Ketersediaan tenaga kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan
persalinan aman dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten berkeharusan secara bertahap mengupayakan peningkatan fasilitas
sarana dan prasarana serta sumberdaya pelayanan kesehatan untuk mendukung persalinan
aman,

Pemerintah Kabupaten berkeharusan secara bertahap mengupayakan peningkatan fasilitas
dan sumberdaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah untuk mendukung
persalinan aman.

Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi
dan letak geografis serta kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang
memadai dalam hal persalinan aman.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) memfasilitasi
ketersediaan darah yang memadai untuk kebutuhan persalinan aman.

Partisipasi masyarakat melalui Desa Siaga memfasilitasi ketersediaan darah yang memadai
untuk kebutuhan persalinan aman melalui kelompok donor darah yang tersedia di masing-
masing desa.

Pasal 9

Setiap ibu berhak mendapatkan pelayanan nifas dari tenaga kesehatan sekurang-kurangnya 3
(tiga) kali sesuai SOP.

(1

BABV
INISIASI MENYUSU DINI

Pasal 10
Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada ibu hamil wajib memberi informasi

dan anjuran tentang pentingnya IMD kepada ibu dan keluarganya.

(2) Tenaga...
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(2) Tenaga kesehatan yang menolong proses persalinan wajib mem})erikt}n kesempatan dan
membantu ibu dan bayi untuk melakukan IMD kecuali atas indikasi medis tertentu.
(3) Indikasi medis tertentu yang dimaksud dalam ayat (2) adalah:
a. Ibu Meninggal;
b. Bayi baru lahir yang memiliki resiko; _ '
c¢. Ibu dengan kondisi khusus seperti: post Cesar, Pendarahan, Eklampsia, Kelainan
Jantung Derajat 11T - IV.

Pasal 11

Partisipasi masyarakat melalui Desa Siaga atau Motivator ASI harus memberikan motivasi dan
dukungan dalam pelaksanaan IMD.

BAB VI
ASI EKSKLUSIF

Pasal 12

(1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif.

(2) Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif.

(3) Dalam hal pemberian ASI eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan indikasi medis dan
kondisi khusus, bayi dapat diberikan ASI yang berasal dari pendonor ASI.

(4) Ketersediaan Donor ASI difasilitasi oleh Puskesmas, Tenaga Kesehatan dan masyarakat.

(5) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, mutu
dan keamanan ASI dengan persyaratan:

a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;

b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh keluarga dari
bayi penerima ASI,;

c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;

d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis; dan

e. ASI tidak diperjualbelikan.

(6) Dalam hal pemberian ASI Eksklusif, suami, orang tua, keluarga dan lingkungan kerja harus
mendukung ibu dalam memberikan ASI Eksklusif.

Pasal 13

(1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus menempatkan ibu
dan bayi dalam satu ruangan atau rawat gabung kecuali ada indikasi medis yang ditetapkan
oleh dokter.

(2) Penempatan dalam satu ruangan atau rawat gabung sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Pasal 14

(1) Setiap tenaga kesehatan, kader dan konselor harus memberikan informasi dan bimbingan
tentang pentingnya ASI Eksklusif kepada masyarakat, terutama calon pengantin, ibu hamil,
ibu yang baru melahirkan dan keluarganya.

(2) Setiap fasilitas kesehatan memberikan informasi yang benar dan efektif tentang kesehatan
reproduksi terutama remaja baik Putra dan putri

BAB VII...
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BAB VII
TANGGUNG JAWAB SKPD DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab SKPD

Pasal 15

Tanggung jawab SKPD dalam program persalinan aman, IMD dan pemberian ASI Eksklusif
meliputi:

a.
b.

C.

(1

)

()
4)

)

Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program persalinan aman, IMD, pemberian
ASI Eksklusif dan pelarangan susu formula;

Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program persalinan aman, IMD, pemberian ASI
Eksklusif dan pelarangan susu formula;

Memberikan pelatihan teknis Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif termasuk konseling
menyusui dan kesehatan reproduksi;

Membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program
persalinan aman, IMD dan pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan,
tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;

Menyelenggarakan pengembangan program persalinan aman, IMD dan pemberian ASI
Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan daerah;

Mengembangkan kerja sama dengan pihak lain dan sektor terkait sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan
pemberian ASI Eksklusif dan kesehatan reproduksi;

Mengawasi promosi dan penggunaan susu formula serta produk bayi lainnya seperti dot,
botol susu dan kempeng oleh tenaga kesehatan, kader, konselor dan fasilitas kesehatan.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan

Pasal 16

Setiap tenaga kesehatan yang kompeten harus memberikan pelayanan pemeriksaan

kehamilan, pertolongan persalinan, perawatan ibu dan bayi baru lahir sesuai standard serta

memberikan informasi tentang pentingnya Persalinan Aman, IMD, ASI Eksklusif kepada

ibu dan keluarganya.

Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan membantu melakukan

IMD dengan syarat kondisi ibu dan bayi stabil sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat

(3).

Dalam hal melakukan perawatan bayi baru lahir, tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan

dengan dukun bayi.

Setiap tenaga kesehatan, kader dan konselor memberikan informasi tentang Persalinan

Aman, IMD dan ASI Eksklusif kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil, ibu

melahirkan, ibu menyusui, calon pengantin, remaja putri dan keluarga bayi bersangkutan.

Informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit meliputi:

a. keuntungan dan keunggulan persalinan aman, IMD dan pemberian ASI;

b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui; '

c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI;
dan

d. solusi ketika ibu mengalami kendala dalam memberikan ASI.

(6) Setiap...
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(6) Setiap tenaga kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan dalqm memberi'kan informas.i
pemberian ASI Eksklusif mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusul,
yang selanjutnya disingkat dengan LMKM. . '

(7) Setiap tenaga kesehatan, kader, konselor dan fasilitas kesehatan dilarang menerima, menjual
dan mempromosikan susu formula untuk bayi berusia 0-6 bulan serta makanan serta
minuman lainnya yang dapat menghambat Program Persalinan Aman, IMD dan Pemberian
ASI Eksklusif.

(8) Setiap tenaga kesehatan, kader, konselor dan fasilitas kesehatan dilarang memberikan susu
formula kepada bayi berusia 0-6 bulan dan makanan serta minuman apapun kecuali atas
indikasi medis yang ditentukan oleh tenaga medis.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Fasilitas Kesehatan

Pasal 17

(1) Fasilitas Kesehatan melaksanakan secara rutin pertemuan pemangku kepentingan untuk
menyampaikan berbagai informasi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan terutama
persalinan aman, IMD, ASI Eksklusif dan kesehatan reproduksi.

(2) Fasilitas Kesehatan mengembangkan pengelolaan pengaduan dan indeks pengaduan
masyarakat terkait pelayanan kesehatan secara umum dan/atau Program Persalinan Aman,
IMD dan ASI Eksklusif.

(3) Fasilitas Kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melibatkan masyarakat
dalam menentukan alur pelayanan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan disesuaikan
dengan Standar pelayanan kesehatan.

(4) Fasilitas Kesehatan dapat melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan kebutuhan baik untuk
pelayanan dalam gedung maupun luar gedung.

(5) Fasilitas Kesehatan mematuhi seluruh pelayanan kesehatan terutama Persalinan Aman, IMD
dan ASI Eksklusif sesuai dengan SOP yang telah dikembangkan bersama puskesmas, dinas
kesehatan dan tim ahli.

(6) Fasilitas Kesehatan melakukan survey indeks pengaduan masyarakat setiap tahun.

(7) Fasilitas Kesehatan meninjau ulang maklumat pelayanan dan/atau janji perbaikan pelayanan
setiap tahun.

(8) Fasilitas Kesehatan melakukan survey indeks kepuasan masyarakat setiap bulan.

Pasal 18

(1) Fasilitas Kesehatan harus memiliki data yang akurat terhadap ibu hamil, ibu bersalin, nifas,
bayi baru lahir, bayi, kematian ibu dan bayi.

(2) Fasilitas Kesehatan dapat bekerjasama dengan masyarakat secara luas untuk mendapatkan
data tersebut dengan baik.

(3) Fasilitas Kesehatan khususnya Puskesmas harus mampu memantau kondisi ibu selama
hamil, persalinan, nifas dan bayi baru lahir di seluruh wilayah kerjanya.

(4) Fasilitas Kesehatan khususnya Puskesmas mengawasi pelaksanaan kemitraan bidan dan
dukun sesuai dengan kesepakatan.

(5) Fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas melakukan pemberian informasi kesehatan
reproduksi melalui institusi pendidikan dan media lainnya.

BAB VIII...
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BAB VIl
PERAN DAN FUNGSI PONDOK KESEHATAN DESA DAN POSYANDU

Bagian Kesatu
Pondok Kesehatan Desa

Pasal 19

Pondok kesehatan desa merupakan unit paling dekat pada masyarakat yang memberi
pelayanan kesehatan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif secara berkualitas sesuai
dengan kemampuannya.

Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana Ponkesdes sesuai standard di setiap
desa.

SKPD terkait menugaskan tenaga kesehatan yang kompeten dalam pertolongan persalinan
aman, IMD dan ASI Eksklusif dalam Pondok Kesehatan Desa.

Pondok kesehatan desa wajib ditempati oleh minimal 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang
kompeten (perawat dan bidan).

Bidan di Ponkesdes merupakan tenaga kesehatan di desa yang memberi pelayanan Persalinan
Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang bertanggungjawab kepada puskesmas.

Bidan di Ponkesdes memiliki kemampuan minimal dalam Asuhan Persalinan normal,
pendeteksian dini risiko tinggi ibu hamil dan tepat waktu merujuk.

Bagian Kedua
Posyandu

Pasal 20

Pos pelayanan terpadu (posyandu) merupakan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang
dibina oleh SKPD terkait (Bapemas dan Dinas Kesehatan).

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dalam Anggaran Dana Desa (ADD) dan sumber
pendanaan lain di desa untuk operasional Posyandu termasuk sarana dan prasarana, transport
kader, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan.

Puskesmas memberikan pelayanan dan pembinaan di posyandu dalam hal pemeriksaan
kehamilan, ASI Eksklusif dan kesehatan ibu dan anak meliputi imunisasi, penimbangan
Balita, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pemberian
vitamin A, tablet zat besi (Fe).

Puskesmas memberikan informasi Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif di setiap
pelayanan Posyandu.

Puskesmas wajib memberikan pembinaan terhadap kader posyandu terutama tentang
Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.

BAB IX
KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN

Pasal 21

Puskesmas wajib melakukan kemitraan antara bidan dan dukun dalam suatu kesepakatan
tertulis.

Kemitraap Bidan dan Dukun Bayi bertujuan untuk mendayagunakan dukun bayi sebagai
pendamping spiritual untuk melakukan komunikasi yang terarah sesuai dengan kebutuhan ibu

hamil, melahirkan dan nifas serta membantu bidan dalam semua proses sesuai dengan
kewenangannya.

(3) Puskesmas...
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(3) Puskesmas melakukan pembinaan kepada dukun bayi melalui kemitraan Bidan dan Dukun

(4) Dukun bayi tidak dibolehkan menolong proses persalinan sesuai dengan landasan kemitraan
antara Bidan dan Dukun.

(5) Dukun bayi memotivasi dan merujuk Ibu Hamil untuk melakukan pemeriksaan dan persalinan

di fasilitas layanan kesehatan.

Pasal 22
(1) Hak Bidan adalah sebagai berikut :
a. berhak mendapatkan jasa pelayanan.
b. berhak mendapatkan penghargaan.
c. berhak mendapatkan perlindungan hukum.
(2) Hak Dukun Bayi yang bermitra adalah sebagai berikut :
a  berhak mendapatkan insentif sesuai dengan kesepakatan.
b. berhak mendapatkan penghargaan.
c. berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 23

(1) Kewajiban Bidan adalah sebagai berikut :
2 melakukan pemeriksaan/tindakan pada ibu hamil, ibu persalin, ibu nifas dan bayi baru
lahir sesuai standard.
b. melakukan penyuluhan dan konseling pada ibu hamil dan keluarga.
c. melakukan kunjungan rumah/rujukan apabila diperlukan.
d. melakukan pencatatan dan pelaporan.
(2) Kewajiban Dukun Bayi yang bermitra adalah sebagai berikut :
memotivasi dan mengantar ibu hamil untuk memeriksa ke Bidan.
melakukan penyuluhan pada ibu hamil dan keluarga tentang perencanaan persalinan.
merujuk, mengantar calon ‘bu bersalin dan mendampingi ibu pada saat persalinan.
melakukan ritual keagamaan/tradisional yang sesuai kesehatan.

Ao ow

Pasal 24

Langkah-langkah menuju kemitraan adalah:

(1) Untuk melakukan kemitraan bidan dan dukun bayi harus melakukan penyebaran informasi
dengan pemangku kepentingan yang dianggap potensi atau penting untuk menyelesaikan
masalah kesehatan di wilayah kerjanya.

(2) Untuk memperoleh pandangan yang sama dalam menangani masalah kesehatan yang ada,
maka bidan dan dukun bayi beserta tokoh masyarakat bertemu secara terbuka dan
kekeluargaan untuk saling memahami tugas, fungsi dan peran masing-masing dalam
mengatasi permasalahan di wilayahnya.

(3) Peran masing-masing individu dalam proses kemitraan terutama dalam pelayanan
kesehatan ibu dan anak sangatlah penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pihak-
pihak yang bermitra.

(49 Untuk menjalin dan mengetahui perkembangan kemitraan perlu dilakukan komunikasi
antara bidan dan dukun bayi serta pihak lainnya secara teratur dan berkesinambungan.

(5) Melgkukan kegiatan yang sudah disepakati dengan baik sesuai dengan peran masing-
masing berlandaskan prinsip kemitraan.

(6) Kegiatan pemantauan d.an penilaian harus disepakati sejak awal terutama tentang tata cara
pemantauan atau penilaian.

BAB X...
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BAB X
FASILITAS KESEHATAN SWASTA

Pasal 25

Fasilitas kesehatan swasta harus memberi data kepada puskesmas.dengan .iettl:bus?n l;:“;aa&gmas
Kesehatan setiap awal bulan yang berhubungan dengan pelayanan ibu hamil, bersalin :

BAB X1
RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum

Pasal 26

(1) Rumah sakit umum daerah sebagai pusat rujukan tertinggi di daerah dalam Persalinan Aman,
IMD dan ASI Eksklusif. . .
(2) Rumah sakit umum daerah harus segera memberi pelayanan kepada setiap kasus layanan dan

‘ukan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi. ' '
?3) Ej;:naz.ll? lSakit Umum daerah harus membuat SOP Pelayanan dan Rujukan Persalinan Aman,

IMD dan ASI Eksklusif.

Bagian Kedua
Rumah Sakit Swasta

Pasal 27

(1) Rumah sakit swasta sebagai rujukan dalam Persalinan Aman, LMD dan ASI Eksklusif. .

(2) Rumah sakit swasta harus segera memberi pelayanan kepada setiap kasus layanan dan rujukan
ibu hamil, ibu bersalin dan bayi. _

(3) Rumah Sakit swasta harus membuat SOP Pelayanan dan Rujukan Persalinan Aman, IMD dan
ASI Eksklusif.

BAB XII
STRATEGI PROMOSI KESEHATAN

Pasal 28

(1) Promosi kesehatan bertujuan untuk memberikan informasi tentang hak-hak ibu dan bayi
terhadap Persalinan Aman, IMD, ASI Eksklusif dan kesehatan reproduksi.

(2) SKPD Kesehatan bekerjasama dengan masyarakat untuk dapat melakukan strategi promosi
yang melibatkan masyarakat baik dalam kegiatan budaya, sosial maupun keagamaan.

(3) SKPD kesehatan bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya dan Kementerian Agama

Kabupaten serta majelis ulama, adat, sektor swasta dan lembaga non pemerintah dalam upaya
promosi Persalinan Aman, IMD, ASI Eksklusif dan Kesehatan Reproduksi.

(4) SKPD Kesehatan dapat bekerjasama dengan media lokal, baik media elektronik, surat kabar,

media sosial, dan media alternative lainnya dalam menyampaikan informasi Persalinan Aman,
IMD dan ASI Eksklusif.

(5) Setiap efektifitas hasil kegiatan promosi kesehatan harus dapat diukur dalam periode tertentu.

BAB XIII...






